Menimbang

WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 32 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

a. bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat

Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) Provinsi Jawa Tengah
Tahun Anggaran 2015 Nomor 1.20.01.00.00.00.5.1 tanggal 28
Desember 2015, Pemerintah Kota Magelang mendapat Alokasi
Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan
Pemerintahan Desa berupa Belanja Bantuan Keuangan yang
telah ditetapkan alokasi penggunaannya;

. bahwa Alokasi Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, diterima setelah Peraturan Daerah
Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
ditetapkan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan
Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2015 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan
Keuangan Kepada Kabupaten/Kota yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa
Tengah disebutkan bahwa dalam hal penetapan APBD
Kabupaten/Kota mendahului penetapan APBD, penganggaran
bantuan keuangan pada APBD Kabupaten/Kota dilakukan
dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan
Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota
dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD
Kabupaten/Kota atau sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan;

. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor

470/6499/SJ perihal Pengalokasian Anggaran
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Daerah
TA.2016 tanggal 18 November 2015, dalam rangka
mengantisipasi permasalahan pelayanan bidang administrasi
kependudukan, bilamana terjadi kerusakan pada peralatan
dan kelangkaan pada bahan pendukung yang sifatnya habis
pakai yang tidak dapat diprediksi atau tak terduga dan/atau
mendesak yang berdampak pada terganggunya
penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  dan  pelayanan
masyarakat, maka pemerintah daerah dapat mendukung
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Mengingat

1:;1;?12;:2 " tersebut  melalui APBD
el S};e?n anggaran pada jenis Belanja Tidak terduga,
e gL lanja Tidak Langsung yang dianggarkan dalam
| Da Pengelolaan keuangan Daerah (SKPKD).
i) eysg untuk mereal'lsasikan kebutuhan peralatan dan
e dpkn uk\%ng yang s1fatnya habis pakai tersebut, yang

pat dikategorikan sebagai kegiatan yang sifatnya tidak dapat

diprediksi : ; nya ]
dal::ra}:, si mS&(:l't::;:lumnyzlt. diluar kendali dan prediksi pemerintah

dilakukan pergeseran jenis Belani Tidak

Tcl'duga ya_ng d‘an J nja lda
: ggarkan pada SKPKD

Belanja Langsi 124 pada KD ke dalam anggaran

el ng pac‘ia Satuan  Kerja Perangkat Dacrah
) Yang menangani Urusan Administrasi Kependudukan;

- bahwa pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dan

antar obyek belanja dilakukan dengan cara mengubah
Peraturan Walikota

_ tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, huruf ¢ dan huruf d perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas
Peraturan Walikota Magelang Nomor 32 Tahun 2015 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2016;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);
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11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Pcrcncz.muun Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 1);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa Kkali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan
Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1977 Nomor 11) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan
Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028),
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15.

16.

17,

18.

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan lf’erwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran
N_cgara Republik Indonesia Nomor 4416) schagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan If'erwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lcmbal."an Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);
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21,

22,

23.

24,

25.

26.

27.

28.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedom.an Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,

Igmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
14);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 474 1);

Peraturan Pemerintah Nomor S Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik sebagaiman telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009
tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5272);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
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30.

31.

32.

33.

34.

395.

36.

37.

38.

39.

40.

I’er:lturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008
entang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan

Pemerintah Daerah Kota Magelang (Lembaran Dacrah Kota
Magelang Tahun 2008 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2008
tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

?ﬁ‘er ah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008
tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi

Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008
Nomor 4);

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008
tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi
Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota
Magelang Tahun 2008 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2008
tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi
Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Magelang
Tahun 2008 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2010
tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2010 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2010
tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Magelang

Tahun 2010 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang
Tahun 2011 Nomor 16);

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota
Magelang Tahun 2011 Nomor 17);

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota
Magelang Tahun 2011 Nomor 18);

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2011
tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota
Magelang Tahun 2011 Nomor 19);
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42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49,

Peraturan Dacrah
tentang Pajak Bumi
(Lembaran Daernh K

Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2012
dan Bangunan Perdesnan dan Perkotaan
ota Magelang Tahun 2012 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2013
tentang Penambahan Penyertann Modal Dacrah Ke Dalam
Modal Perscroan Terbatas Bank Pembangunan Dacrah Jawa
Tengah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2013 Nomor
3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 19),

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2015
tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Ke Dalam
Modal Perusahaan Dacrah Obyek Wisata Taman Kyai
Langgeng, Perusahaan Dacrah Percetakan, Dan Perusahaan
Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang (Lembaran

Daerah Kota Magelang Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 46);

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2015
Nomor 9 );

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah,
Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja
Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Serta Tata Cara
Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana
Operasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007
tentang Pengawasan Pcraturan Dacrah dan Peraturan Kepala

Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Menlteri Dalam Negeri Nomor S$2 Tahun 2015
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2016;
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50. Feraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2015
B‘?nltaf?g Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban
¢lanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Yang

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Jawa Tengah;

S1. Peraturan Walikota Magelang Nomor 14 Tahun 2015 tentang

ggrllgfma Kerja Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun

52. Peraturan Walikota Magelang Nomor 32 Tahun 2015 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

Menctapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 32 TAHUN 2015
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2015 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
(Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2015 Nomor 32) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 terdiri atas:

1.Pendapatan :
a. Pendapatan Asli Daerah  Rp. 178.121.571.000,-
b. Dana Perimbangan Rp. 613.654.914.000,-
c. Lain-lain Pendapatan Rp. 40.607.654.000,-

Daerah Yang Sah

Jumlah Pendapatan Rp.832.384.139.000,-

2.Belanja :
a.Belanja Tidak Langsung
1) Belanja Pegawai Rp. 382.867.283.000,-
2) Belanja Bunga Rp. 0,-
3) Belanja Subsidi Rp. 0,-
4) Belanja Hibah Rp. 1.373.140.000,-
5) Belanja Bantuan Sosial Rp. 2.001.634.000,-
6) Belanja Bagi Hasil Rp. 0,-
7) Belanja Bantuan Rp. 560.703.000,-
Keuangan

38.060.172.000,-

8) Belanja Tidak Terduga Rp.

Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 424.974.292.000,-
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b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai Rp. 44.200.242.000,-
2) Belanja Barang dan JasaRp. 247.928.987.000,-
3) Belanja Modal Rp. 178.609.978.000,-

Jumlah Belanja Langsung Rp. 470.739.207.000,-

Jumlah Belanja Rp. 895.602.139.000,-

Surplus/(Defisit) Rp. (63.218.000.000,-)

3.Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan Rp.70.305.000.000,-
b. Pengeluaran Rp. 7.087.000.000,- (-)
Pembiayaan Netto Rp. 63.218.000.000,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan :Rp. 0,-

2. Ketentuan dalam Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum

galam Lampiran | yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Walikota
ini.

3. Ketentuan dalam Lampiran Il tentang penjabaran APBD pada :
1.01.01 Dinas Pendidikan;
1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum;
1.06.01 Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
1.10.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,;
1.20.14 Kelurahan Tidar Selatan;
1.20.29 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
1.20.30 Dinas Pengeloaan Pasar;
1.22.01 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga

Berencana;
diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il yang
merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Walikota ini.
4. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan satu Pasal baru, yakni Pasal 3a

sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3a
Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditampung

dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2016.
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Pasal |1
peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiaQ orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Dacrah Kota Magelang.

Ditetapka Magelang

pada tanggal ¢ februarf 20/6
Pj. WALIKOTA MAGELANG,

RUDY APRIYANTONO

piundangkan di Magelang
pada tanggal (8 februari 2016

SEKRETARIS D
KOTA MAGE

SUGIHARTO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2016 NOMOR ¥
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